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WALIKOTA BITUNG

bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan taat pada
peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan;
bahwa mengacu pada Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bitung Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor
29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

Menetapkan :

Dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pendapatan Rp. 651.336.944.328,88

Belanja Rp. 611.492.465.168,49
Surplus/(defisit) Rp. 39.844.479.160,39

Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 32.641.989.903,41

2. Pengeluaran Rp.  10.650.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 21.991.989.903,41

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 sebagai berikut :

a.

Selisih  anggaran  dengan  realisasi  Pendapatan  sejumlah
Rp. 15.707.879.032,88 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 635.629.065.296,00
2. Realisasi Rp. 651.336.944.328,88
Selisih lebih/(kurang) Rp. 15.707.879.032,88

. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja  sejumlah

Rp. (45.898.976.989,01) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 657.391.442.157,50
2. Realisasi Rp. 611.492.465.168,49
Selisih lebih/(kurang) Rp. (45.898.976.989,01)

Selisih  anggaran dengan realisasi  Surplus/Defisit  sejumlah
Rp. 61.606.856.021,89 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (21.762.376.861,50)
2. Realisasi Rp. 39.844.479.160,39
Selisih lebih/(kurang) Rp. 61.606.856.021,89

. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah

Rp. 229.613.041,91 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 32.412.376.861,50

2. Realisasi Rp. 32.641.989.903,41
Selisih lebih/(kurang) Rp. 229.613.041,91

. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 10.650.000.000,00

2. Realisasi Rp. 10.650.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah

Rp. 229.613.041,91 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto Rp. 21.762.376.861,50

2. Realisasi Rp. 21.991.989.903,41
Selisih lebih/(kurang) Rp. 229.613.041,91




Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember
2013 sebagali berikut :

a.

Jumlah Aset

Rp.1.190.656.758.158,33

b. Jumlah Kewajiban Rp. 1.146.856.963,2

¢. Jumlah Ekuitas Dana

Rp.1.189.509.901.195,13

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2013 sebagai berikut :

Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2013 Rp. 32.286.039.225,41
Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 192.819.693.152,39
Arus kas dari aktivitas investasi non

a.
b.
C.

D

o Q

keuangn Rp. (152.975.213.992,00)
. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (10.294.049.322,00)
. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 46.872.249,20
Saldo kas akhir di BUD per 31 Rp. 61.883.341.313,00
Desember 2013
. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.382.125,00
. Saldo Akhir Kas Rp. 61.884.723.438,00

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d
Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

Lampiran |
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

: Laporan Realisasi Anggaran
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut

Urusan Pemerintahan Daerah,  Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, dan Kegiatan;

. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

untuk  keselarasan dan  keterpaduan  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per

Jabatan Tahun Anggaran 2013

. Daftar Piutang Daerah;
. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
. Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

. Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya;



Lampiran .10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran .11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran 1.12 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

b. Lampiran Il : Neraca;
c. Lampiran Il : Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV  : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan
Walikota.
Pasal 9
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 3 Juli 2014
WALIKOTA BITUNG,
ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNGBITUNG,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016
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